[bookmark: _Hlk22974417]LOGIKA MULTIDIMENSIONAL-PROGRESIF MAQASHID SYARIAH UNTUK PEMBANGUNAN FIQH KEMANUSIAAN 


Muhammad Aminuddin Shofi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang
Jl. Klampok Arum Tukum Tekung Lumajang
Shofihasan85@gmail.com 

Imam Bayhaki
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang
Krajan I Uranggantung Sukodono Lumajang
Bayhakiiman@gmail.com

Mochammad Hesan
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang
Jl. Kalimantan 5 No. 19 Sukomulyo Manyar Gresik
Bung.hisan82@gmail.com 

Abstract
Tujuan riset ini adalah mendeskripsikan pemikiran maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah baik secara konseptual maupun logika operasionalnya, juga mendeskripsikan anasir nilai-nilai kemanusiaan dalam maqashid syariah serta nalar hukum progresifnya. Riset ini berbentuk studi pustaka dengan bahan hukum primer buku-buku karya Athiyyah dan berbagai literatur jurnal ilmiah mutakhir. Temuan riset menunjukkan secara konseptual menurut Athiyyah, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat bersifat universal dan berimbang, urgensi pemahaman maqashid syariah harus berimbang antara antara maqashid syariah dan metode ushul fiqh dan kaidah fiqh, agar produk hukumnya tidak tekstual-konservatif atau liberal-subjektif. Anasir nilai kemanusiaan dalam maqashid syariah Athiyyah yaitu: 1) Upaya saling mengenal, menolong, dan melengkapi, 2) Realisasi peran khalifah manusia di bumi, 3) Realisasi perdamaian berdasarkan nilai keadilan, 4) Perlindungan negara atas hak asasi manusia, dan 5) Penyebaran dakwah islamiyyah. Nalar maqashid syariah menitikberatkan pada substansi tujuan akhir yang ingin dicapai (ideal norms)dalam pemberlakuan suatu hukum. Bukan sekedar legitimasi secara legal-formal atau aturan hukum berlabel syariah. Logika hukum seperti ini lebih progresif dan elastis secara substantif dan lebih dinamis secara politik hukum untuk merespon dialektika syariah dan hukum dalam pembangunan hukum nasional. Riset ini diharapkan berkontribusi dalam progresifitas implementasi maqashid syariah dalam konteks pembangunan hukum Islam yang humanis dan universal.  
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INTRODUCTION
K
ajian tentang tujuan atau visi besar impelemntasi hukum Islam (maqashid syariah) baik dari segi kerangka konseptual maupun logika operasionalnya sangat penting dilakukan. Hal ini didasari oleh kebutuhan pembaharuan dan penyesuaian implementasi hukum Islam dengan realitas baru kekinian yang berkembang sangat dinamis. Dapat dikatakan maqashid syariah memiliki dua sisi yang saling bertautan, yaitu dimensi perlindungan (min jihhah al-'adam/menjaga) dan dimensi pengembangan (min jihhah al wujud/perkembangan) (Asman & Muchsin, 2021: 92).
Konsep dasar tujuan hukum dalam Islam (maqashid syariah) adalah menjamin kemaslahatan kehidupan manusia (Zahrah, 1958: 364). Di bidang ushul fiqh, salah satu studi yang paling menarik adalah tentang pemikiran maksud penciptaan hukum Islam. Penelitian ini kemudian menjadi kajian utama dalam landasan filosofis hukum Islam. Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa maqashid syariah (the philosophy of Islamic law) identik pertanyaan penting tentang tujuan pemberlakuan hukum dilakukan (Nasution & Nasution, 2012: 57).
Perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan umat Islam mengenai persoalan penerapan hukum Islam dalam dimensi kehidupan, disebabkan perbedaan cara pandang dalam memahami istilah “syariah”. Untuk itu, kata ar-Raisuni, jika seseorang ingin menyelesaikan masalah ini, pengertian istilahnya adalah pintu masuk yang harus dilalui (mafhum al-syariah qabla taţbiq al-syari ah). Istilah “syariah” mengacu pada dua pengertian: luas dan sempit. Dalam arti luas, sebagian ulama memahami syariah sebagai segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, termasuk aspek keimanan (akidah), upacara keagamaan (ibadat), dan etika (adab). Dalam arti sempit, biasanya istilah syariah hanya diidentikkan dengan persoalan hukum saja (Bahri, 2020: 45).
Dialektika pemahaman tentang maqashid syariah baik sebagai kerangka konseptual maupun sebagai logika operasional, bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu. Setidaknya terdapat dua kutub cendekiawan hukum Islam dalam merumuskan konsep maqashid syariah. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa tujuan syariat hanya diketahui melalui penalaran nash-tekstual. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa tujuan tersebut dapat diketahui melalui nalar rasional. Dialektika ini didasari perbedaan cara pandang tentang tolok ukur apakah yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan besar implementasi syariat (Maliki et al., 2021: 304).
Sebagai landasan tumbuh dan berkembangnya hukum Islam, ijtihad berbasis maqashid memiliki struktur konseptual dan metodologis yang relatif dapat diterima. Misalnya, metode multidisiplin yang dicetuskan oleh Jasser Auda memungkinkan partisipasi beberapa disiplin ilmu kontemporer dalam memberikan pertimbangan yuridis, dengan tetap terhubung dengan teknik ushul fiqh tradisional (Tohari & Kholish, 2020: 469).
Implementasi maqashid syariah dan ushul fiqh, baik dalam istinbath hukum ataupun riset hukum perlu dijaga secara berimbang. Sebab jika metode ushul fiqh terlalu determinan atas maqashid syariah, maka hukum yang dihasilkan cenderung tekstual-konservatif. Sebaliknya apabila paradigma maqashid syariah terlalu determinan, atau bahkan sama sekali tidak menggunakan ushul fiqh, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung liberal-subjektif (Aminuddin Shofi et al., 2022: 521).
Dalam pandangan maqashid syariah Ibnu Ashur, pemaknaan hukum harus dibarengi dengan empat kerangka epistemologis yang secara implisit mengandung nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu: al-fiṭrah (naluri dasar kemanusiaan), al-samaḥah (toleransi), al-musawah (egaliter), dan al-hurriyah (kebebasan bertindak). Dalam hak asasi manusia, kita harus menyadari bahwa itu menjadi bagian dari individu dalam masyarakat. Kita harus menggunakan naluri atau sifat manusia untuk membangun paradigma maqashid syariah (Umami & Ghofur, 2022: 87).
Signifikansi riset ini secara spesifik adalah analisis tentang pemikiran maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah secara konseptual dan logika operasionalnya, hingga kemudian membedah nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Berpijak dari dua kerangka berpikir tersebut juga akan dianalisis nalar hukum progresif berbasis maqashid syariah, sehingga maqashid syariah dapat dijadikan metodologi kritis dan komprehensif dalam pembangunan hukum Islam yang dinamis. Nalar maqashid syariah juga dapat dijadikan kerangka berpikir pembangunan hukum nasional, dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, tentu tidak mungkin intelektual muslim memaksakan standar halal/haram dalam sebuah rumusan undang-undang secara membabi buta, dalam dimensi hukum nasional standar yang digunakan adalah legal/ilegal.
Riset lain yang mengulas maqashid syariah baik sebagai kajian teoritis maupun secara praktis sebagai alat analisis, masih menggunakan parameter klasik (maqashid al-khams) sebagai poin-poin pijakan. Jika ada pergeseran atau perubahan hanya dalam aspek logika dan pendekatan. Gagasan maqashid syariah yang dipaparkan Athiyyah tidak hanya menawarkan logika dan pendekatan baru, namun juga pengembangan poin-poin maqashid menjadi empat dimensi kehidupan, maqashid syariah diulas tidak hanya menggunakan pendektan baru namun juga lebih spesifik dan aplikatif (Aminuddin Shofi et al., 2022: 504).
Sekalipun suatu persoalan hukum Islam dalam konteks saat ini sudah memiliki landasan hukum, namun tetap berpotensi bergeser akibat perbedaan kondisi sosial pada saat wahyu atau hadits disampaikan oleh Nabi, sehingga paradigma multidimensi maqashid syariah Athiyyah dapat menjadi pilihan alternatif sebagai kerangka filosofis-metodologis dalam dialektika hukum Islam di Indonesia. Lingkungan sosial pada saat petunjuk disampaikan dan lingkungan sosial kontemporer sangat berbeda. Empat jenis kesalahan yang sering dilakukan ahli hukum Islam adalah subjektivitas, manipulasi, pembenaran, dan interpolasi (Jamaa, 2018: 40). 

Literature Review
Fokus utama riset ini adalah analisis kritis tentang maqashid syariah baik secara konseptual maupun logika operasional, dan relevansinya dengan pembangunan paradigma fiqh kemanusiaan. Hal ini penting dilakukan untuk merespon perkembangan sosial kemasyarakatan terkini yang semakin dinamis. Kajian tentang hukum Islam yang humanis perlu dilakukan, terutama dalam konteks pembangunan hukum nasional yang lebih progresif dan modern. Konsep maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah yang secara eksplisit menjelaskan dimensi kemanusiaan dalam implementasi suatu hukum Islam, menjadi tawaran yang segar dalam pengembangan hukum Islam secara metodologis. 
Beberapa riset tentang maqashid syariah dan anasir nilai-nilai kemanusiaan dalam fiqh telah dilakukan oleh para sarjana muslim. Rajafi dkk. dalam risetnya tentang pemikiran KH, Ahmad Rifa’i Arief menjelaskan bahwa dalam membangun fiqh humanis, KH. Ahmad Rifa’i Arief menggunakan pendekatan filosofis-humanis dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang merupakan rukun-rukun ibadah, yaitu qalbi, qauli dan fi'li. Polarisasi dimulai dengan pengenalan diri (qalbi) atau mengetahui identitas pribadi dalam konteks sosial untuk mewujudkan kemaslahatan diri di tengah masyarakat. Hal ini dapat menampung dan memuliakan semua pihak (fi’li) tanpa memandang status sosial dan jenis kelamin, dengan demikian tindakan ini dapat mengembangkan dan mendidik setiap orang dengan mediasi ilmu (qauli) untuk menghindari perilaku keji (Rajafi et al., 2023: 35).
Arbanur Rosyid dalam risetnya tentang fiqh sosial menjelaskan bahwa, rekonstruksi fikih sosial masyarakat di era society 5.0 merupakan langkah konkrit untuk mengembangkan kajian fikih yang lebih luas dalam menjawab persoalan umat yang semakin kompleks. Kajian fikih sosial tentunya lebih komprehensif. Dampaknya adalah terwujudnya kehidupan sosial yang lebih humanis, sosialis, beretika, dan mampu menumbuhkembangkan kemajuan umat secara arif dengan tetap menggunakan landasan agama sebagai relnya (Rasyid, 2021: 151).
Riset dengan tema serupa juga dilakukan Wildani Hefni dkk. tentang pemikiran Khaled Abou el-Fadl, yang menjelaskan bahwa, Dengan memadukan berbagai disiplin ilmu untuk menegakkan harkat dan martabat manusia, el-Fadl memberikan gagasan moderatisme hukum Islam. Untuk mengkaji hukum Islam secara holistik dan komprehensif, El-Fadl mengusulkan metodologi humanis-moderat, khususnya untuk mengonstruksi teks, konteks, serta memaksimalkan penalaran hukum berbasis maqashid syariah melalui ruang ijtihad (Hefni et al., 2022: 239).
Pemikiran Ahmad Rifa’i Arief dalam riset Rajafi lebih bersifat filosofis-reflektif, dimana dalam riset ini diulas bahwa berbagai aturan hukum dalam fiqh, terdapat nilai-nilai implisit yang merefleksikan nilai kemanusiaan. Arbanur Rasyid dalam risetnya menjelaskan tentang urgensi pengembangan fiqh dengan anasir nilai-nilai sosial karena dianggap lebih komprehensif-humanis. Wildani Hefni dalam risetnya tentang pemikiran Khaled Abou el-Fadl, lebih menonjolkan urgensi penggunaan pendekatan multiperspektif dalam pengembangan hukum Islam, dengan maqashid syariah sebagai kerangka berpikirnya. Paparan secara eksplisit tentang  nilai-nilai kemanusiaan dalam maqashid syariah, menjadi pembeda riset ini dari tiga riset terdahulu. Gagasan maqashid syariah Athiyyah yang dipaparkan dala riset ini, nilai kemanusiaan memiliki dimensi tersendiri yang diulas secara detail dan aplikatif. 
Iffatin Nur dkk., dalam risetnya menjelaskan bahwa, Sistem direktif dan defensif adalah dua fungsi utama dan signifikan dari maqashid syariah yang patut dipelajari. Sistem direktif, memandang maqashid syariah sebagai sumber utama bagi setiap proses pembaruan atau perubahan hukum Islam, sedangkan sistem defensif  memandang maqashid syariah sebagai prinsip etis-spiritual bagi umat Islam ketika mereka berinteraksi dengan hukum. Dengan dua tanggung jawab tersebut, maqashid syariah dapat menjadi katalisator perbaikan ke depan menuju masyarakat yang lebih positif dan humanis (Nur et al., 2020: 356).
Riset Iffatin Nur dkk. memiliki kesamaan dengan riset ini dalam hal pembahasan maqashid syariah secara konseptual dan logika operasional. Pembedanya adalah Iffatin Nur dalam risetnya berpijak pada maqashid al-khams, sedangkan dalam riset ini berpijak pada gagasan maqashid syariah Athiyyah yang multidimensional. Athiyyah memperluas pembahasan maqashid syariah dari lima maqashid menjadi dua puluh empat yang terangkum dalam empat dimensi:  dimensi personal, dimensi ruang keluarga, dimensi ruang publik dan dimensi kemanusiaan universal.

Conceptual Framework 
Maqashid syariah dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi inti pembahasan dalam riset ini, sebab urgensi implementasi suatu hukum di antara manusia salah satunya adalah untuk mencegah konflik, terlebih hingga menelan korban jiwa. Tesis ini menjadi dasar filosofis-argumentatif bahwa hukum yang diterapkan harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (Hendrianto & Elfalahy, 2021: 169). Dalam konteks hukum Islam, maqashid syariah memiliki konstruk epistemologis tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan epistemologi Islam. Epistemologi ushul fiqh ditandai dengan penyatuan kekuatan wahyu dan akal (Dedi, 2020: 307).
Menurut penelitian Amir Tajrid, evolusi maqashid syariah secara historis dapat dibagi menjadi empat fase: era prakodifikasi, era perkembangan pertama, era perkembangan kedua, dan era perumusan sebagai bidang keilmuan. Kesimpulan pertama yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa penciptaan dan sejarah maqashid syariah terkait erat dengan munculnya hukum Islam. Kedua, karena berpijak pada paradigma dominan, bentuk rantai maqashid syariah juga merupakan gagasan ideologis (Tajrid, 2021: 69).
Wacana fiqh modern bahkan fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai institusi agama seperti MUI, menggunakan teori maqashid syariah klasik hingga maqasid syariah kontemporer sebagai kerangka hukumnya. Namun sebagai kerangka analisis dan paradigma, maqashid syariah telah berkembang bahkan bisa dikatakan telah berubah dari landasan moral dan hukum menjadi indikator sosial (Wanto et al., 2021: 428).
Dalam konteks sosial, syariah bertujuan untuk memberikan keselarasan dan keseimbangan (equilibrium) dalam segala aspek kehidupan. Artinya digunakan untuk membimbing dan mengarahkan pada keteraturan dan stabilitas baik dalam konteks relasi sosial maupun praktik keagamaan sesuai dengan perintah Allah. Keseimbangan tersebut diharapkan dapat membawa stabilitas di mana lembaga sosial bekerja dengan cara yang baik dan berintegrasi satu sama lain. Pada akhirnya, itu akan membawa anggota masyarakat aman dan tenteram (Jahar et al., 2021: 99).
Rasyid dalam risetnya menjelaskan bahwa, dalam pandangan Sahal Mahfudz fiqh sosial memiliki lima ciri utama sebagai berikut: (Rasyid, 2021: 149)
1. Tafsir teks fikih secara kontekstual.
2. Mengubah pola mazhab dari tekstual menjadi metodologis (madzhab, manhaj).
3. Verifikasi antara kasus awal (usul) dan kasus baru (far’).
4. Fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif suatu negara.
5. Pengenalan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam masalah budaya dan sosial, dan ekonomi.
Fiqh yang hidup adalah bidang studi empiris dalam disiplin ilmu fikih yang melibatkan eksplorasi model-model interpretasi dan implementasi fikih dalam komunitas pemeluknya. Fiqh adalah kerangka hukum yang terkait langsung dengan praktik masyarakat. Rumusan konsep the living fiqh sebagai penjelasan penerimaan masyarakat terhadap fiqh tidak hanya sebagai pengetahuan tetapi juga sebagai panduan praktis dalam kehidupan mereka (Wimra et al., 2023: 195).
Kemaslahatan umum adalah visi besar Islam dan syariat Islam sejak awal hingga akhir zaman. Menurut Khalil Abdul Karim ini merupakan karakteristik Islam awal yang dapat menjadi tolok ukur penerapan syariat Islam di ruang publik saat ini. Hukum diciptakan untuk kontrol terhadap realitas sosial manusia, disini manfaat bersama menjadi prioritas (Mahmudah, 2019: 17).
 
RESEARCH METHOD
Riset ini termasuk kajian pustaka (library research) dengan bahan rujukan utama adalah karya tulis Jamaluddin Athiyyah seperti kitab Nahwa Taf’ili Maqashid Syariah, Al-Waqi’ Wa Al-Mitsal Fi Fikri Al-Islami Al-Mu’ashira, At-Tandhir Al-Fiqhi, Nahwa Fiqhin Jadidin Li Al-’Aqaliyat, Tajdid al-Fiqh al-Islam, serta sumber literatur seperti jurnal-jurnal ilmiah digital mutakhir yang relevan, terutama kajian hukum Islam. Adapun teknik penghimpunan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. 

DISCUSSION
Maqashid Syariah : Dari Konseptual hingga Logika Operasional
Visi hukum Islam (maqashid syariah) adalah untuk mengatur dan menjamin kemaslahatan manusia (Athiyyah, 2003: 140). Menurut Athiyyah maqashid syariah sebagai visi besar hukum Islam harus komprehensif, mencakup kehidupan dunia akhirat, berimbangg antara kepentingan pribadi dan publik, serta bersifat universal (Athiyyah, 2003: 122). Relativitas implementasi maqashid syariah bergantung pada ruang, waktu, landscape sosial dan berbagai perubahan praktis lainnya, merupakan konsep dan ide dasar pembaharuan maqashid syariah yang ditawarkan oleh Athiyyah (Athiyyah, 2001: 148–149). 
Dalam gagasan Athiyyah, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat bersifat universal dan berimbang. Ide besar ini yang menjadi pijakan Athiyyah dalam menjabarkan dan membagi maqashid syariah ke dalam empat dimensi kehidupan. Gagasan ini tergolong segar, selama ini dalam budaya kajian hukum Islam, poin-poin maqashid syariah yang digunakan sebagai parameter acuan hanya sebatas maqashid al-khams, apapun kasus dan bidang hukumnya, baik perdata, pidana, tata negara, ekonomi, dan sebagainya. Maqashid al-khams seolah menjadi parameter wajib dan dapat menjangkau segala bidang kajian hukum dalam implementasinya.
Pembagian maqashid ini menjadi suatu tawaran metodologis baru dalam kajian hukum Islam. Athiyyah melalui gagasannya membuka ruang interpretasi yang lebih luas dan aplikatif tentang maqashid syariah. Pro kontra terkait metodologi kajian hukum dengan, kerangka berpikir maqashid syariah tentu akan selalu ada, sebab ada perbedaan mendasar tentang tujuan suatu syariat diwajibkan untuk masing-masing individu, dengan yang bersifat kewajiban kolektif. Hukum yang bersifat publik seperti pidana dan tata negara memiliki karakteristik dan jurisdiksi berbeda dengan hukum yang bersifat privat seperti hukum perdata dan hukum keluarga. Oleh sebab itu parameter maqashid syariah yang spesifik menjelaskan dan terbagi ke dalam berbagai bidang seperti gagasan Athiyyah ini, dapat menjadi solusi yang tepat guna dalam pengembangan kajian hukum Islam.
Sebagai pemanding, pemikiran Jasser Auda tentang maqashid syariah juga bernuansa progresif dalam segi logika opersionalnya. Secara khusus, model maqashid Auda memperhitungkan evolusi pemikiran tata kelola dunia dalam kerangka negara-bangsa di satu sisi dan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, keadilan, pemerataan, dan demokrasi sebagai sumber maslahah di sisi lain. Konsep ini sebagai validasi dari beberapa metodologi ijtihad yang praktis akan menghasilkan maqashid antroposentris. Karena pemikiran maqashid yang antroposentris ini, maka perlu dicapai keputusan hukum (istinbath al-ahkam) yang didasarkan pada maslahah bukan pada teks kitab suci (Sulaiman Jamrozi et al., 2022: 76). 
Urgensi pemahaman maqashid syariah tidak hanya sebatas konseptual namun juga sebagai logika opersional, adalah karena untuk mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat, hukum tersebut tidak bisa lagi diterapkan.  Dengan demikian, pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi penting bagi keberhasilan para fiqh atau mujtahid dalam menggali hukum dari sumbernya (Mupida & Mahmadatun, 2021: 28). 

Anasir Nilai Kemanusiaan dalam Maqashid Syariah
Universalitas hak asasi manusia dan relativisme budaya menjadi isu yang diperdebatkan dalam pembahasan hak asasi manusia (Umami & Ghofur, 2022: 98). Intelektual muslim di Indonesia pada umumnya sepakat dengan norma-norma hak asasi manusia yang umum didengungkan di dunia internasional. Dapat dikatakan bahwa meskipun banyak intelektual muslim menggunakan retorika relativisme budaya, mereka sebenarnya tidak menolak hak asasi manusia yang diakui secara internasional saat ini. Sebaliknya, mereka hanya menyuarakan beberapa keberatan, sambil membenarkan universalitas nilai-nilai HAM dalam Islam. Nampaknya meskipun sebagian intelektual Muslim Indonesia mengakui bahwa hak asasi manusia memang bersifat universal, namun mereka tetap melihat perbedaan dalam hal-hal tertentu, karena perbedaan latar belakang sosial budaya (Muharrom & Abdi, 2023: 43). 
Menurut penelitian Muharrom dan Abdi, umat Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang hak asasi manusia. Di satu sisi, sebagian komunitas Muslim memiliki sikap negatif terhadap hak asasi manusia karena wacana modern tentang hak asasi manusia berasal dari barat, yang secara historis memiliki hubungan erat dengan imperialisme dan kolonialisme. Di sisi lain, ada umat Islam yang karena kedekatannya dengan Barat, telah mengembangkan keyakinan dan gagasan yang menyerupai segala sesuatu tentang Barat, termasuk sikapnya terhadap hak asasi manusia. Secara filosofis, sangat mungkin untuk mendamaikan Islam dengan hak asasi manusia melalui pembangunan kembali tradisi Islam klasik, yang memungkinkan munculnya dialektika yang saling menguntungkan dan saling melengkapi di masa depan (Muharrom & Abdi, 2023: 40). 
Jamaluddin Athiyyah dalam pemikiran maqashid syariah-nya, mengulas secara spesifik dalam sub pembahasan tersendiri tentang norma-norma kemanusiaan sebagai tujuan besar implementasi hukum Islam secara praktis, yaitu:
1. Upaya Saling Mengenal, Menolong, dan Melengkapi
Argumen yang mendasari nilai maqashid ini adalah kondisi manusia yang multikultur. Nilai-nilai ini mengandung semangat penghapusan diskriminasi berlatar belakang ras, golongan, atau apapun (Athiyyah, 2003: 166). Dalam konteks kehidupan beragama dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, umat Islam pada hakekatnya mengaitkan kebenaran teologis dengan etika keagamaan (etika al-Qur’an), yang menggabungkan tiga unsur etika: Tuhan, agama, dan etika sosial. Dua etika terakhir harus mengacu pada etika afirmatif Tuhan, seperti sifat-sifat-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Adil. Dalam hal ini, Allah berbelas kasihan dan memperlakukan manusia dengan adil. Demikian pula pada hakekatnya diterapkan pada etika manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Selain itu, karena Tuhan memberikan nikmatNya dan mengasihi manusia, maka manusia sebenarnya mengabdi dengan tulus kepada Tuhan. Sedangkan dalam menunaikan tugasnya sebagai khalifah, manusia harus berbuat baik hati, mempererat persaudaraan dan kerukunan, saling tolong-menolong, dan menghindari kebencian (Wijaya et al., 2021: 201). 
2. Realisasi Peran Khalifah Manusia di Bumi
Penalaran poin maqashid ini berkenaan dengan peran dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Poin ini dalam konteks hukum internasional juga bermakna tentang kebijakan luar negeri negara-negara Islam, organisasi pemerintah Islam, atau yang tidak secara spesifik melabeli dirinya pemerintah Islam (Athiyyah, 2003: 168). Kamsi memaknai regulasi Islam menggambarkan regulasi umum, perlindungan, dan pengelolaan negara sebagai sumber nilai penting bagi hukum dan ketertiban (Karimullah, 2022: 236). Dari paparan ini dapat dipahami bahwa maksud dari khalifah disini lebih terarah pada peran manusia sebagai civil society, bukan tentang kekhalifahan Islam secara formalistik.
3. Realisasi Perdamaian Berdasarkan Nilai Keadilan 
Menjaga perdamaian harus diawali dengan menjamin keamanan untuk semua kalangan, dan merajut sikap saling empati di atas segala perbedaan, dan mengatur perjanjian antar negara dan mengawasi pelaksanaannya. Perdamaian yang dibangun selaras dengan maqashid syariah adalah yang dibangun berdasarkan keadilan. Keadilan yang dimaksud disini tidak hanya sebatas di kalangan muslim, melainkan kedalian bagi seluruh umat manusia (Athiyyah, 2003: 169). Menurut UNESCO ciri-ciri perdamaian adalah (1) dinamis, (2) penyelesaian masalah yang adil tanpa kekerasan, (3) menghasilkan interaksi sosial yang seimbang untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, (4) baik bagi masyarakat, (5) tidak ada perdamaian jika ada kekerasan, (6) tidak ada kedamaian jika ada ketidakadilan dan kebebasan, dan (7) untuk menciptakan interaksi sosial yang seimbang, perdamaian harus berpijak pada keadilan dan kebebasan (Kuswaya & Ali, 2021: 75). 
4. Perlindungan Negara Atas Hak Asasi Manusia
Maksud dari maqashid ini adalah perlindungan atas kaum marjinal, perlindungan atas kebebasan dan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan berfikir dan beragama. Komunitas internasional baru-baru ini memperhatikan pentingnya masalah ini. Bahkan mengizinkan intervensi internasional untuk melindungi hak asasi manusia di mana saja, melewati konsep kedaulatan nasional, dan tidak diperbolehkannya campur tangan eksternal dalam urusan internal negara, meskipun praktik sebenarnya diatur oleh standar ganda untuk mencapai kepentingan negara-negara besar (Athiyyah, 2003: 170). 
Dalam masyarakat beragama, hambatan penegakan dan perlindungan HAM merupakan masalah yang tidak dapat dihindarkan karena adanya pertentangan aturan antara agama dan HAM. Salah satu kendalanya adalah adanya “gerakan ganda” antara sekularisasi dan Islamisasi di mana masing-masing pihak memiliki sudut pandang berbeda tentang bagaimana seharusnya HAM ditegakkan (Abshar & Khanif, 2021: 233). 
5. Penyebaran Dakwah Islamiyyah
Dakwah Islam yang dilakukan tentu dengan pendekatan hikmah, khotbah yang baik, serta dialog yang logis. Islam tidak mengenal pendekatan represif dalam hal pilihan keyakinan (Athiyyah, 2003: 171). Islam berpandangan bahwa persatuan tidak memutlakkan berbagai perbedaan yang telah ada, tetapi juga tidak merelatifkannya sehingga membahayakan atau menghalangi potensi untuk membentuk persaudaraan. Islam mempromosikan semangat persatuan agama berlandaskan ekspresi keimanan, dan inilah yang diajarkannya. Hal ini karena semangat kerukunan tidak sedikit pun mengurangi semangat dakwah, sebagaimana kerukunan umat beragama tidak perlu bertentangan dengan kebebasan dan amanat Allah SWT. untuk mengasihi dan menghormati satu sama lain. (Novianti, 2020: 238). 
Konsep maqashid syariah Athiyyah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap memperhatikan seluk-beluk agama. Kajian hukum dan hak asasi manusia relevan dengan dimensi maqashid ini. Kaitannya tentang anasir nilai-nilai kemanusiaan dalam maqashid syariah, dalam runtutan maqashid al-khams yang disusun oleh Athiyyah hifdz al-din diletakkan di urutan ketiga setelah hifdz an-nafs dan hifdz al-‘aql, hal ini berlandaskan argumentasi bahwa: jiwa (tubuh) harus didahulukan sebab jiwalah yang menopang segala perbuatan, kemudian akal yang merupakan acuan bisa tidaknya seseorang menerima taklif (mukallaf), baru kemudian agama (Athiyyah, 2003: 145). Sebagai catatan, dari sini dapat dipahami bahwa pembagian maqashid syariah Athiyyah ke dalam berbagai dimensinya, menunjukkan betapa perlu dan dinamisnya perubahan dan perkembangan pemikiran maqashid syariah.
Hukum Islam dapat diubah untuk mencerminkan perubahan sosial, dan diperlukan ijtihad baru yang responsif terhadap perubahan sosial dan sejalan dengan realitas sosial, sesuai dengan prinsip adaptasi (perubahan). Istilah "kemampuan beradaptasi" dapat digunakan untuk menggambarkan dua konsep yang berbeda, yaitu potensi untuk memperluas undang-undang saat ini dan keterbukaan suatu hukum untuk berubah (Harisudin, 2020: 71). Pendekatan interdisipliner yang aplikatif dalam bidang sosiologi hukum Islam perlu digunakan untuk merespon tantangan kompelsitas persoalan masa kini (Naim & Huda, 2021: 42).
Banyak teori telah dipengaruhi oleh penelitian tentang hak asasi manusia dalam Islam. Berbeda dengan standarisasi hak asasi manusia Barat, Al-Maududi berpendapat bahwa pemahaman Islam tentang hak asasi manusia jauh lebih welas asih. Di sisi lain, an-Na’im berpendapat bahwa hak asasi manusia Islam harus mengikuti standar hak asasi manusia versi Barat yang liberal, bersifat antroposentris dan sekuler. Mashood A. Baderin berusaha untuk mendamaikan Islam dan hak asasi manusia di tengah dua filosofi hak asasi manusia yang saling bertentangan tersebut. Bagi Baderin, keduanya tidak harus diperselisihkan melainkan dikolaborasikan (Rohmah et al., 2022: 156). Perdebatan tentang hubungan antara Islam dan HAM melibatkan perebutan klaim universalitas yang dimiliki kedua sistem tersebut (Hasan et al., 2022: 10–11). 

Nalar Hukum Progresif Berbasis Maqashid Syariah
Dialektika antara teori maqashid syariah dengan isu-isu kontemporer, dapat menjadi jembatan penghubung antara maqashid dan realitas sosial yang belakangan senjang (Abdurrazak et al., 2022: 207), hal ini dilakukan agar hukum Islam berkembang ke arah yang lebih dinamis, inklusif, dan egalitarianistik (Fanindy, 2020: 78). Hikmah dari menjauhi diskriminasi adalah bahwa sesungguhnya perbedaan itu suatu ujian sekaligus kesempatan untuk bersaing secara sehat, perbedaan adalah ciptaan Allah, oleh sebab itu merupakan sunatullah (Athiyyah, 2003: 74). 
Ar-Raisuni menjelaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, hak berserikat, hak ekonomi dan politik harus menjadi pertimbangan dalam maqashid syariah (Athiyyah & Az-Zuhaily, 2000: 233). Dalam artian berdasarkan pandangan beberapa para pakar hukum Islam di atas Athiyyah menjelaskan bahwa lima poin maqashid tersebut hanya untuk merumuskan berbagai kemaslahatan bukan membatasi.
Menurut Habib Ahmed seorang pemikir ekonomi Islam, maqashid syariah tidak hanya dilihat dalam skala mikro yang bersifat personal-individual, namun juga harus dilihat dalam skala makro yang bersifat komprehensif-universal, sehingga implementasi syariat tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi (aspek legal-operasional) suatu produk hukum, namun jauh dari makna substantif yang diinginkan (aspek filosofis-konseptual) (Hadi & Baihaqi, 2021 : 34). Habib Ahmed menambahkan urgensi dari maqashid syariah adalah agar supaya suatu hukum tidak sebatas menjadi seperangkat aturan formal, namun tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Implementasi hukum Islam harus secara komprehensif-progresif menjangkau rasa keadilan sosial di tengah masyarakat (Zulfikar & Fuady, 2021: 254). 
Perkembangan pemikiran maqashid syariah juga dicetuskan oleh Abd al-Majid al-Najjar, sebagaimana dikutip Munawar dalam risetnya, hakikat maqashid syariah yang disebut maqashid syariah ‘ala dawa’ir al-hayah al-insaniyyah (maqashid syariah dalam bidang kehidupan manusia) merupakan perwujudan dari al-daruriyyat al-tsaman (delapan kebutuhan primer) yaitu memelihara agama (hifdz al-din), memelihara kemanusiaan (hifdz insaniyyah al-insan), memelihara jiwa (hifdz al-nafs al-insaniyyah), memelihara akal (hifdz al-‘aql), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), melestarikan perilaku masyarakat (hifdz al-kiyan al-ijtima’i), menjaga harta (hifdz al-mal), dan melestarikan lingkungan (hifdz al-biah) (Munawar, 2021: 222). Gagasan ini secara umum memiliki kesamaan dengan tujuan pembagian dimensi maqashid yang dilakukan oleh Athiyyah, yakni untuk menjelaskan bahwa maqashid syariah tidak terbatas pada pribadi manusia, namun juga mencakup seluruh aspek kehidupannya, baik di ruang privat maupun di ruang publik. 
Khairul Hamim dalam risetnya juga menawarkan gagasan tentang hifzd al-lisan sebagai salah satu poin maqashid syariah. Hamim menjelaskan salah satu bagian penting yang harus dipertahankan di era modern kontemporer tidak terkecuali al-ḍaruriyyat al-khams adalah hifdz al-lisan atau menjaga cara berbicara. Hal ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena jika lidah tidak dikendalikan maka dampaknya akan sangat besar baik di dunia maupun di akhirat menurut keterangan dari Al-Qur'an dan hadits. Hampir semua dari kita mengetahui bahwa di zaman sekarang ini berbagai jenis tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara verbal seperti provokasi, ujaran kebencian, penistaan, penyebaran berita fitnah dan hoax, sarkasme, rasisme dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan mudah apapun situasinya (Hamim, 2021: 335). 
Alvian dan Ardhani dalam risetnya menjelaskan metode istinbath yang progresif sangat diperlukan untuk menghasilkan hukum Islam yang fleksibel, elastis, adaptif, mudah dipraktikkan dan menyebar kemaslahatan (Alvian & Ardhani, 2023: 35). Ainol Yakin menjelaskan metode istinbath progresif harus memperhitungkan hubungan antara teks, maqashid, realitas, dan konteks kekinian. Dengan itu, yurisprudensi dapat menghindari ekstremitas dan kecenderungan konservatif dan liberal. Metode ini mengintegrasikan naql dan nalar, teks, konteks, dan maqashid syariah, maqashid syariah dan furu' (fikih hal), kulli (universal) dan juz’i (parsial), serta universalitas teks dan kekhususan situasi (Yaqin, 2021: 131). 
Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari unsur-unsur eksternal dan internal yang mempengaruhinya. Unsur eksternal dapat berupa lompatan pemikiran para ahli hukum Islam yang mengadopsi pemikiran tokoh atau akademisi asing serta pengaruh hermeneutika dan liberalisme. Sementara itu, unsur internalnya adalah polarisasi pemikiran umat Islam Indonesia terhadap aktualisasi syariah, perbedaan mazhab, dan kecenderungan untuk meniru (taqlid). Selain itu, unsur lokal berupa budaya bangsa yang multikultural dan faktor intervensi politik turut mewarnai dinamika pemikiran hukum Indonesia, khususnya dalam upaya penerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional (Karimullah, 2022: 214). 
Salah satu gagasan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah fiqh nusantara, ide ini merupakan unsur penting dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Transformasinya dari hukum yang hidup menjadi hukum positif menggarisbawahi kontribusi fundamentalnya. Tanpa menafikan norma hukum agama lain, kehadiran fiqh nusantara sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini seharusnya, tidak menodai pluralisme hukum yang sudah menjadi kesepakatan di antara para founding fathers bangsa ini. Namun, fobia terhadap fiqh nusantara semakin kuat seiring dengan fobia terhadap Islam. Itu datang dari dalam dan luar komunitas Islam yang khawatir akan menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Islam (Harisudin, 2021: 40). Namun, konfigurasi ini tertanam dalam kontestasi sejarah Indonesia atas sifat negara itu sendiri, di mana kaum Islamis dan kaum nasionalis bersaing untuk mengamankan akses dan kekuasaan mereka atas negara (Alvian & Ardhani, 2023: 35). Mengutip pendapat Afifuddin Muhajir fiqh nusantara adalah pemahaman dan cara pandang Islam di nusantara sebagai hasil proses dialektika yang melibatkan teks dan budaya syariat serta realitas dalam konteks lokal” (Harisudin, 2021: 45). 
Dalam konteks pembentukan hukum positif di Indonesia, nilai-nilai kemanusiaan dalam maqashid syariah dapat dijadikan alat ukur kesesuaian suatu aturan hukum dengan tujuan syariat Islam. Maqashid syariah dapat digunakan sebagai pertimbangan filosofis atau ideal norm (Tohari & Kholish, 2020: 67) Anasir nilai-nilai kemanusiaan dalam gagasan maqashid syariah Athiyyah sebagaimana telah diuraikan, dapat dijadikan parameter untuk mengukur sejauh mana hukum yang dibangun bukan hanya selaras dengan syariat, namun juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Positivisasi hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keadilan bagi seluruh umat Islam (Jahar, 2019: 233). 
Implementasi nilai kemanusiaan maqashid syariah sebagai logika operasional pembangunan hukum di Indonesia, dapat menjadi pisau analisis yang tajam untuk mengkaji sejauh mana suatu hukum yang berlaku bukan hanya sudah sesuai dengan syariat, namun juga memenuhi rasa keadilan sosial.  Idealnya hukum yang dilahirkan tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi, namun juga berfungsi sebagai standar etik bagi aparaturnya, dan menjamin keadilan sosial. Hal ini penting dilakukan, sebab ketika hukum tidak dapat memenuhi rasa keadilan sosial, tentu dapat memicu konflik sosial. Legal gap terjadi ketika terjadi kesenjangan atau pertentangan antara hukum positif formal dengan hukum informal yang hidup di tengah-tengah masyarakat (living law). Dalam bentuk lebih lanjut, legal gap ini diyakini dapat memunculkan konflik hukum (legal conflict) (Bahar, 2020: 57). 
Sederhananya, nalar maqashid syariah sebagai kerangka berpikir progresif dalam pembangunan hukum nasional, menitikberatkan pada substansi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pemberlakuan suatu hukum. Bukan sekedar legitimasi secara legal-formal atau sekedar seperangkat aturan hukum berlabel syariah. Logika hukum seperti ini lebih progresif dan elastis, tidak hanya dalam segi substansi hukumnya, namun secara politik hukum lebih dinamis untuk menjawab tantangan dialektika hukum dan syariah dalam pembangunan hukum nasional. 
Zayyadi dalam artikelnya menjelaskan bahwa hukum Islam dalam perkembangannya kerap kali menyisahkan persoalan krusial, sebagai konsekuensi dari perkembangan dinamika kehidupan umat muslim. Berdasarkan hal tersebut pendekatan sociological jurisprudence perlu digunakan sebagai pembanding pendekatan sosiologi hukum (antara min al- nass ila al-waqi’ dan min al-waqi’ ila al- nass), sehingga hukum Islam dapat berjalan dengan dinamis selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law) (Zayyadi, 2020: 111).

CLOSING
Secara konseptual menurut Jamaluddin Athiyyah, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat bersifat universal dan berimbang. Ide besar ini yang menjadi pijakan Athiyyah dalam menjabarkan dan membagi maqashid syariah dalam empat dimensi kehidupan. Urgensi pemahaman maqashid syariah tidak hanya sebatas konseptual namun juga sebagai logika opersional. Athiyyah dalam pemikiran maqashid syariah-nya, mengulas secara spesifik dalam sub pembahasan tersendiri tentang norma-norma kemanusiaan sebagai tujuan besar implementasi hukum Islam secara praktis, yaitu: 1) Upaya saling mengenal, menolong, dan melengkapi, 2) Realisasi peran khalifah manusia di bumi, 3) Realisasi perdamaian berdasarkan nilai keadilan, 4) Perlindungan negara atas hak asasi manusia, dan 5) Penyebaran dakwah islamiyyah. Maqashid syariah sebagai nalar hukum progresif bertujuan agar supaya suatu hukum tidak sebatas menjadi seperangkat aturan formal, namun tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Implementasi hukum Islam harus secara komprehensif menjangkau rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.  Nalar maqashid syariah menitikberatkan pada substansi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pemberlakuan suatu hukum. Bukan sekedar legitimasi secara legal-formal atau sekedar seperangkat aturan hukum berlabel syariah. Logika hukum seperti ini lebih progresif dan elastis dalam segi substansi hukumnya dan secara politik hukum lebih dinamis untuk merespon dialektika syariah dan hukum dalam pembangunan hukum nasional.
Konsep riset yang berbentuk studi pustaka, menjadi keterbatasan tersendiri dalam menkonstruksikan nalar maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah ke dalam kajian hukum Islam secara praktis. Oleh sebab itu direkomendasikan kepada para intelektual hukum Islam untuk mengkaji dan menguji konsep maqashid ini secara lebih praktis dalam suatu kajian hukum empiris. Sehingga dapat menghasilkan tawaran paradigma hukum Islam progresif yang lebih objektif dan aplikatif dalam konteks  pembangunan hukum nasional.
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